
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia N omor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung; 

I Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan serta pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 
2011 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan di Kabupaten Temanggung; 

BUPATI TEMANGGUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILA! JUAL OBYEK PAJAK 
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

TENT ANG 

BUPATITEMANGGUNG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR tld TAHUN 2017 



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

I 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 



12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 
2011 ten tang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 16 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 201 7 Nomor 1 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 85); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 
2011 ten tang Pajak bumi dan bangunan Perdesan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2011 Nomor 21); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 23); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 44); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

f 



Pasal3 

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaari Pajak Bumi dan 
Bangunan untuk masing-masing wilayah desa dan kelurahan diatur dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 2 

(1) Klasifikasi NJOP Bumi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Klasifikasi NJOP Bangunan adalah sebagaimana dinyatakan dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB II 

KLASIFIKASI 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

2. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah 
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

3. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah kota. 

5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 

6. Objek pajak adalah objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, untuk 
sektor perkotaan. 

I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PENETAPAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK SEBAGAI DASAR 
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 
DAN PERKOTAAN DI K.ABUPATEN TEMANGGUNG 

DAN KLASIFIK.ASI BUPATI TENTANG Menetapkan: PERATURAN 

MEMUTUSK.AN: 



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR t 

BAMBANG AROCHMAN 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMA GUNG, 

I 

Diundangkan di Temanggung 
padatanggal 11 

BUPATI TEMANGGUNG, 

~ 
M. BAMBANG SUKARNO 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal Ill f1 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 


